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GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 01.a TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

PEMERITAH  PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang
:
a.
bahwa penyusunan peraturan daerah dan gubernur perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;



b.
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan gubernur perlu disusun program legislasi daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu;



c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat  tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ahun 2010. 

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-unadang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;


4.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah;



5.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Uruasan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenagan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 );



6.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34 );


7.
Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 47 );


8.
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 37 );
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan :

a. Perintahan Provinsi adalah Perintah  Provinsi Sulawesi Barat;

b. Gebernur adalah Gebernur Provinsi Sulawesi Barat;

c. Program Legislasi  Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan produk hokum daerah dan peraturan gubernur yang disusun secara berencana, terpadu dan sistemaatis;

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari secretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Inspektorat Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas daerah Provinsi, Lembaga Teknis Daerah Provinsi dan Lembaga Lain Provinsi
Pasal 2

Program Legislasi daerah (Prolegda) Tahun 2010 Disusun dengan sistematika sebagai berikut:
I. Pendahuluan;

II. Pokok-pokok Prolegda;

III. Pelaksanan Kegiatan;

IV. Penutup.

Pasal 3 
Prolegda sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman seluruh SKPD untuk menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2010.
Pasal 4
Dalam keadaan tertentu Gubernur atau DPRD dapat mengajukan rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur diluar Prolegda.
Pasal 5
Susunan dan Sistematika Prolegda sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 6

Biaya penyusuan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.



LAMPIRAN
: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG
: PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
NOMOR
: 01.a TAHUN 2010
TANGGAL
:21 Januari 2010
JENIS RAPERDA PADA PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
	NO
	JENIS RAPERDA
	SUMBER

	1
2

3

4

5

6

7

8
	Raperda Tentang Pendirian Badan Usaha Milik daerah

Raperda Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRD Dan Rumah Sakit Vertikal Provinsi Sulawesi Barat

Raperda Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis lain Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Sakit Umum Derah Provinsi Sulawesi Barat

Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat

Ranperda Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010

Raperda Tentang Perubahan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010

 
	Dispenda Prov. Sulbar
Bappeda Prov. Sulbar

Biro Orpeg Prov. Sulbar

Dinas Keshatan Prov. Sulbar

Bappeda

Sekretariat Korpri

Biro Keuangan

Biro Keuangan





LAMPIRAN
: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG
: PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR
: 01.a TAHUN 2010

TANGGAL
:21 Januari 2010

JENIS RAPERDA PADA PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
	NO
	JENIS PERGUB
	SUMBER

	1

2

3

4

5


	Pergub Tentang Pembentukan organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pembibitan ternak, hijauan Makanan Ternak, Keshatan Hewan dan Kesehatan Masyarkat Veteriner Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat

Pergub Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah  Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kelebiahan Muatan Ankutan Barang

Pergub Tentang Pembentukan dewan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pergub Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010

Pergub Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010


	Dinas Pertanian Dan Peternakan
Dispenda
Badan Kepegawaian Daerah
Biro Keuangan
Biro Keuangan








Diundangkan di Mamuju


Pada Tanggal : 21 Januari 2010


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,








H. M. ARSYAD HAFID


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 01.a





























GUBERNUR SULAWESI BARAT,





H. ANWAR ADNAN SALEH





GUBERNUR SULAWESI BARAT,








H. ANWAR ADNAN SALEH





Ditetapkan di Mamuju


Pada Tanggal : 21 Januari 2010


GUBERNUR SULAWESI BARAT,





   H. ANWAR ADNAN SALEH
































